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Abstrak: Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan 
bahwa penyelenggaraan pangan harus menjamin ketersediaan pangan yang aman, 
bermutu, bergizi, dan terjangkau bagi masyarakat. Sejalan dengan itu, program 
Makanan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai salah satu upaya pemerintah 
untuk memenuhi hak anak atas makanan bergizi sekaligus meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia sejak usia dini. Namun, dalam pelaksanaannya program 
MBG menimbulkan persoalan berupa kasus keracunan makanan di sejumlah daerah 
yang menunjukkan bahwa standar keamanan, kelayakan, dan pengawasan pangan 
belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan hukum 
mengenai kapan tindakan penyelenggara MBG dapat dikualifikasikan sebagai 
perbuatan melanggar hukum serta bagaimana perlindungan hukum yang dapat 
diberikan kepada korban. Penelitian ini mengkaji kriteria perbuatan melanggar 
hukum oleh penyelenggara MBG berdasarkan peraturan perundang-undangan dan 
pedoman Badan Gizi Nasional, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi 
korban keracunan MBG berdasarkan KUHPerdata. Penelitian ini menggunakan 
metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penyelenggara MBG 
dapat dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum apabila memenuhi unsur 
adanya kesalahan, kerugian, hubungan sebab akibat, dan pelanggaran terhadap 
kewajiban hukum dalam penyediaan makanan yang aman dan layak konsumsi. Dari 
sisi perlindungan hukum, korban dapat menuntut tanggung gugat perdata 
berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, dengan dukungan norma dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 83 
Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, serta ketentuan mengenai keamanan 
pangan dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, korban keracunan MBG 
memiliki dasar hukum untuk memperoleh pemulihan melalui mekanisme ganti 
kerugian yang adil sebagai bentuk perlindungan hukum. 
 
Kata Kunci: Makanan Bergizi Gratis, Perbuatan Melanggar Hukum, 
KUHPerdata, Perlindungan Hukum 
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ABSTRACT 
 
Law No. 18 of 2012 on Food affirms that food governance must ensure the 
availability of food that is safe, high-quality, nutritious, and affordable for the 
public. In line with this principle, the Free Nutritious Meals (MBG) program was 
launched as one of the government’s efforts to fulfill children’s right to nutritious 
food while improving human resource quality from an early age. However, in 
practice, the MBG program has raised serious issues in the form of food poisoning 
cases in several regions, indicating that food safety, feasibility, and supervision 
standards have not been implemented optimally. This situation gives rise to legal 
questions regarding when the conduct of MBG organizers can be classified as an 
unlawful act and what legal protection can be afforded to victims. This study 
examines the criteria for unlawful acts committed by MBG organizers based on 
laws and regulations as well as the National Nutrition Agency’s guidelines, and 
analyzes the forms of legal protection available to victims of MBG related food 
poisoning under the Indonesian Civil Code. This study uses a normative legal 
research method with a statutory approach and a conceptual approach. The 
findings show that the conduct of MBG organizers may be considered an unlawful 
act if it fulfills the elements of fault, loss, causal relationship, and breach of legal 
duties in providing food that is safe and fit for consumption. From the perspective 
of legal protection, victims may pursue civil liability under Article 1365 of the 
Indonesian Civil Code, supported by the normative framework of Law No. 18 of 
2012 on Food, Presidential Regulation No. 83 of 2024 on the National Nutrition 
Agency, and provisions related to food safety and consumer protection. 
Accordingly, victims of MBG food poisoning have a legal basis to obtain restitution 
through a fair compensation mechanism as a form of legal protection. 

 
 

Keywords: Free Nutritious Meals (MBG), unlawful act, Indonesian Civil Code, 
legal protection 
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